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Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai tanah wakaf di Kota 

Pelaihari. Dimasyarakat peneliti menemukan kasus permasalahan tanah wakaf 

dengan alasan wakaf dilakukan secara lisan tanpa penyerahan sertifikat peralihan 

atas benda wakaf dan tanpa disertai perjanjian sebelumnya. 

Penelitian ini ialah penelitian hukum empiris berupa metode penelitian 

lapangan (Field research) bersifat penelitian kualitatif berlokasi di Kota 

Pelaihari. Data yang digali dalam  penelitian ini adalah gambaran perwakafan, 

pengelolaan tanah wakaf dan permasalahan (akibat) yang muncul dari proses 

pengelolaan  tanah wakaf. Data tersebut digali dari informan yang mengetahui 

peroses perwakafan dalam penelitian ini. Data didapatkan melalui teknik 

wawancara.  Setelah data terkumpul,  kemudian data  diolah dengan teknik 

editing dan deskripsi. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif menurut. 

Hukum Islam dan Hukum Positif. 

Penelitian membuktikan bahwa yang menjadi faktor dari permasalahan  

tanah wakaf di Kota pelaihari yaitu wakif enggan  dalam mewakafkan harta 

bendanya (Kasus I), ketidaktahuaan wakif mengenai tata cara mewakafkan harta 

bendanya (Kasus II, III, IV) dan tidak disertainya pembuatan akta ikrar wakaf 

oleh Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW ) dalam semua kasus.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan tanah wakaf di Kota Pelaihari  

Menurut Hukum Islam, melihat seluruh kasus yang penulis teliti 

berdasarkan rukun syarat tentang perwakafan dalam Hukum Islam  masih ada 

yang belum terpenuhi. Seperti dalam kasus I yaitu sighat yang diungkapkan 

kurang jelas dan terjadinya pencabutan atas tanah wakafan.  Dalam kasus II, 

syarat rukun dari harta benda yang diwakafkan adalah harta benda yang 

diwakafkan  bukan kepunyaan wakif secara sah.  Menurut Pandangan Ulama 

Fiqih, pandangan ulama hanafiyah,  wakif boleh mencabut kembali atas wakafan 

yang sudah diberikan. Hal ini sebagaimana terjadi dalam kasus I bahwa 

perwakafan yang dilakukan terjadi pencabutan dikemudian hari, dimana wakif 

meminta para pihak pengelola untuk membeli tanah tersebut dari kepemilikan 

wakif.Hukum Positif, seluruh kasus yang peneliti hadapi tidak memenuhi 

persyaratan  yaitu Ikrar Wakaf, sebab ikrar wakaf tidak dilakukan dihadapan 

PPAIW  sehingga perwakafan tersebut tidak memiliki akta ikrar wakaf sebagai 

bukti yang berlaku menurut peraturan di Indonesia. Menurut teori efektivitas 

hukum, faktor yang mempengaruhi adalah faktor masyarakat dan faktor 

kebudayaan. 

 


